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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Barabai 

 Penelitian ini dilakukan pada Pengadian Agama Barabai kelas I B beralamat 

di Jalan H. Abdul Muis Redhani No.62 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan 

Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, Telpon/ Fax (0517) 

41041, website : www.pa-barabai.go,id dan email : pa.barabai@gamail.com. 

Tepatnya yang diteliti adalah pendapat hukum Hakim pada Pengadilan Agama 

Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran. 

 Pada awalnya permasalahan sosial keagamaan seperti berbagai fatwa agama 

yang bertalian dengan nikah, talak, rujuk dan warisan di Barabai ditangani oleh 

Mufti yang saat itu pertama kali dipegang oleh H. M. Mochtar bin H. M. Hasan 

(berdasarkan Surat Keputusan Resident Zov Borneo tanggal 20 Februari 1932). 

Kemudian berdasarkan Statblaad Tahun 1937 Nomor 639 pada huruf (a) 

disebutkan Pengadilan-Pengadilan Kadi diadakan di Banjarmasin, Marabahan, 

Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan 

Tanjung. Dari Statblaad inilah diantara yang menjadi dasar hukum terbentuknya 

Pengadilan Agama Barabai.
43

 

 Sejak adanya Mufti tersebut, kemudian para tokoh masyarakat, tuan guru, 

alim ulama meminta kepada Pemerintah Penjajah saat itu agar orang Islam diberi 

kesempatan dan wewenang untuk menyelesaikan perkaranya yang menyangkut 

kepentingan orang Islam, teristimew adalam bidang rumah tangga dengan 
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memakai tata aturan agama Islam. Dari Pemerintah Hindia Belanda dengan 

adanya gagasan ataupun permintaan umat Islam pada saat itu, maka diadakanlah/ 

lahirlah Statblaad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639. Dengan dikeluarkan 

Statblaad Tahun 1937 berarti eksistensi daripada peraturan Islam dan kepentingan 

umat Islam di sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan (termasuk Barabai) 

sudah mulai dan kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Hindia Belanda dengan 

mengeluarkan Surat Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938 untuk mengangkat 

jabatan sebagai Kadi yang pertama dipercayakan kepada H. M. Mochtar bin H.M. 

Hasan yang sebelumnya sudah memangku jabatan Mufti.
44

 

 Sejak berdiri sampai sekarang ini, pada Pengadilan  Agama Barabai sudah 

terjadi 15 kali pergantian pimpinan, nama-nama pimpinan tersebut adalah: 

1. H.M. Mochtar (1938-1952) 

2. K.H. Mansur (1952-1953) 

3. H. As‟ad (1953-1957) 

4. H. Dahlan (1958-1979) 

5. Drs. H. Azhari Anas (1980-1987) 

6. Drs. H. Tajuddin Noor (1989-1997) 

7. Drs. H. Syamsuddin Rasyad (1997-2003) 

8. H. Syaifuddin Khalil (2004-2010) 

9. Drs. H.M. Syaukany, M.H.I (2010-2013) 

10. Drs H. Muhammad Kurdi (2012-2016) 

11.Drs. Ali Badaruddin, M.H (29 Maret 2016-14 September 2016) 
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12.Drs. H. Gapuri, S.H., M.H. (15 September 2016 - 28 Agustus 2017) 

13. Drs. H. Muhammad Dihan, M.H. (29 Agustus 2017 - 28 Februari 2018) 

14. Drs H. Pahrur Raji, M.H.I (4 September 2018 – 5 Maret 2020). 

15. Drs. H. Al Fahmi, M.H (6 Maret 2020 – Sekarang).
45

 

 Adapun visi Pengadilan Agama barabai adalah “Terwujudnya Pengadilan 

Agama Barabai yang Agung”. Sedangkan dari visi dirumuskan dalam misi 

Pengadilan Agama Barabai sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Barabai. 

2. Meningkatkan pelayanan proses administrasi dan penyelesaian perkara 

berbasis informasi dan teknologi (IT). 

3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 

4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan profesional dalam pelayanan 

hukum.
46

 

 Pengadilan Agama Barabai bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, 

dan ekonomi syariah. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Barabai adalah : 

1. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi, dan 

Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya. 

2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan 

Pengadilan Agama. 

                                                             
45

Ibid. 

 
46

Ibid. 



40 
 

 

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada 

instansi pemerintah di wilayah hukum apabila diminta. 

4. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk keperluan 

pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya. 

5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset dan penelitian, 

pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum, dan sebagainya. 

 Kewenangan Pengadian Agama Barabai dalam memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam bertalian dengan perkara syariah. Kabupaten Barabai memiliki luas wilayah 

1.472 km
2
 dan berpenduduk sebanyak 269.384 jiwa.

47
  Adapun wilayah yuridiksi 

Pengadian Agama Barabai meliputi  : 

1. Kecamatan Haruyan luas wilayah 101,35 km
2
.
 

2. Kecamatan Batu Benawa luas wilayah 54,44 km
2
.
 

3. Kecamatan Hantakan luas wilayah 208,55 km
2
.
 

4. Kecamatan Batang Alai Selatan luas wilayah 76,06 km
2
.
 

5. Kecamatan Batang Alai Utara luas wilayah 65,36 km
2
.
 

6. Kecamatan Batang Alai Timur luas wilayah 778,71 km
2
.
 

7. Kecamatan Barabai luas wilayah 40,71 km
2
.
 

8. Kecamatan Labuan Amas Utara luas wilayah 97,82 km
2
.
 

9. Kecamatan Labuan Amas Utara luas wilayah 170,32 km
2
.
 

10. Kecamatan Pandawan luas wilayah 116,41 km
2
.
 

11. Kecamatan Limpasu luas wilayah 61,04 km
2
. 
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 Mengenai struktur organisasi dan sistem pembagian kerja pada Pengadilan 

Agama Barabai dapat kita lihat dari struktur oganisasi berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.1. 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Barabai 

 

 Pelayanan yang diterapkan sekarang ini pada Pengadilan Agama Barabai 

adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP adalah pelayanan secara 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan 

tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu menurut SK 

Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/ OT.01.3/8/2018. Tujuan dari pemberian 

PTSP adalah untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, 

terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan memberikan pelayanan 

yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Demikian dapat 
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dikatakan PTSL dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yaitu: 1) Keterpaduan; 

2) Efektif, efisien, ekonomi; 3) Koordinasi; 4) Akuntabilitas; dan 5) Aksesibilitas. 

 Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seperti diatur 

dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012  

tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan 

Perundang-undangan yang Berlaku. Pelayanan administrasi ini diterapkan dengan 

penempatan (placing) PTSP Pengadilan Agama  Barabai sebagai berikut: 

1. Meja Informasi dan Pengaduan  

2. Pendaftaran Perkara 

3. Pembayaran Biaya 

4. Penyerahan Produk 

5. Resepsionis.
48

 

 Prosedur pengajuan perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama 

Barabai ditetapkan sebagai berikut: 

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan 

atau permohonan. 

2. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat 

gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap untuk surat gugatan 

ditambah sejumlah tergugat. 

3. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu 

berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara 

yang meudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya 
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panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan 

perkara tersebut. Hal ini didasari Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan bagi yang tidak mampu 

dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan itu 

dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat 

yang dilegalisasi Camat. Bagi yang tidak mampu, panjar biaya perkara ditaksir 

Rp.0 dan ditulis dalam SKUM berrdasarkan ketentuan Pasal 273-281 RBg. 

4. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan 

kepada pihak berperkara diserta dengan SKUM dalam rangkap 3 (tiga). 

5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau 

permohonan tersebut dan SKUM. 

6. Pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar 

penyetoran panjar biaya perkara ke bank. 

7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran 

panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank sesuai SKUM seperti 

nomor urut dan besar biaya penyetoran. Pihak berperkara menyerahkan slip 

bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar tertera dalam slip bank. 

8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas  

layanan bank, pihak berperkara menujukkan slip bank dan menyerahkan 

SKUM kepada pemegang kas. 

9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali 

kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam 
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SKUM, dan menyerakan kembali kepada pihak berperkara salinannya dan 

tindasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan. 

10.Pihak berperkara menyerahkan ke petugas meja kedua surat permohonan 

sebanyak jumlah tergugat ditambah dua rangkap dan tindasan pertama SKUM. 

11.Petugas meja kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam 

register serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan 

yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 

12.Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau 

permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
49

 

B. Laporan Penelitian 

 Dari pelaksanaan penelitian lapangan baik dari obervasi pada Pengadilan 

Agama Barabai maupun wawancara dengan informan tepatnya hakim Pengadilan 

Agama Barabai tentang akibat hukuim dari isbat nikah yang telah memiliki Akta 

kelahiran dan alasan hukum dari hakim Pengadilan Agama Barabai menerima 

isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat 

Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran 

 

 Nikah siri adalah suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun 

nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA). Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa 

kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab 

dan kabul serta dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Fatwa mengenai 

pernikahan siri memang sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah tersebut 
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terpenuhi. Para ulama sepakat bahwa pernikahan siri harus dicatatkan secara resmi 

ke administrasi Negara yaitu KUA atau Disdukcapil setempat.  

 Mengenai isbat nikah dalam Keputusan Mahkamah Agung No.KMA/032/ 

SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

menjelaskan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat 

agama Islam, tetapi tidak dicatat KUA atau PPN berwenang, diatur dalam Buku 

Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 bahwa isbat nikah 

adalah pernyataan sahnya perkawinan dilangsungkan menurut agama dan tidak 

dicatat oleh PPN yang berwenang.
50

  

 Berkenaan keabsahan nikah siri dan permohonan untuk menggelar isbat 

nikah dari pasangan yang menikah siri tersebut dijelaskan oleh para hakim 

Pengadilan Agama Barabai sebagai berikut: 

Matriks 4.1 

Pendapat Hakim tentang Permohonan Isbat Nikah dari Pasangan Nikah Siri  

No Nama Pendapat Hakim 

1 M. Thaberanie, SH, MHI. Terkait dengan adanya permohonan 

pasangan yang telah menikah siri dan 

meminta keputusan isbat nikah kepada 

Pengadilan Agama Barabai, maka 

Pengadilan Agama tidak dapat menolak 

permohonan tersebut selama pemohon dan 

yang dimohonkan termasuk yuridis absolut 

Pengadilan Agama. Juga sudah menjadi 

tugas hakim Pengadilan Agama memberikan 

pelayanan hukum seperti perkara gugatan, 

banding, kasasi, peninjauan kembali dan 

administrasi peradilan lainnya. Apabila 

permohonan isbat nikah telah diperiksa 
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secara seksama ternyata sudah memenuhi 

persyaratan administrasi dan hukum, maka 

Pengadilan Agama Barabai akan menerima 

dan memprosesnya.  

2 Drs. Al-Fahni, MH. Dengan adanya permohonan masyarakat 

meminta keputusan isbat nikah Pengadilan 

Agama Barabai, maka kami tidak dapat 

menolak pemohonan yang masuk yuridis 

absolut Pengadilan Agama Barabai. 

Pengadilan Agama akan memproses setiap 

permohonan warga yang telah memenuhi  

persyaratan administrasi dan yuridis untuk 

digelar isbat nikah. Atau Majelis Hakim 

akan mengabulkan permohonan apabila 

memiliki argumentasi yang logis dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, 

sosiologis, atau lainya yang apabila tidak 

dikabulkan akan menimbulkan mudharat 

bagi pemohon, anak-anak atau keluarga. 

Sebut saja, dengan tidak dikabulkannya 

suatu permohonan pengesahan nikah akan 

menjadikan anak yang terlahir dari suatu 

pernikahan kesulitan mendapatkan hak-

haknya, seperti mengurus Akta Kelahiran, 

hak biaya pendidikan, hak waris dari orang 

tuanya. Ini sesuai fungsi Pengadilan Agama 

menyelesaikan perkara bidang syariah. 

3 Rasyid Rizani, S.H.I., 

MHI.  

Pengadilan Agama akan memproses setiap 

permohonan warga yang apabila sesuai 

dengan syarat administrasi dan yuridis untuk 

digelar isbat nikah. Namun dapat terjadi 

apabila Majelis Hakim akan mengabulkan 

permohonan jika memiliki argumentasi logis 

dalam pertimbangan seperti pertimbangan 

psikologis, sosiologis, atau lainya yang 

apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan 

mudharat bagi pihak-pihak atau keluarga, 

misal dengan tidak dikabulkan permohonan 

pengesahan nikah akan menjadikan seorang 

anak kesulitan dalam mendapatkan haknya 

seperti Akta Kelahiran, dsb. Hal ini sesuai 

dengan fungsi Pengadilan Agama untuk 

menyelesaikan perkara di bidang syariah 

yang menjadi kewenangan absolutnya. 
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Sumber: Hakim Pengadilan Agama Barabai.
 51

 

 Dari penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Barabai di atas dapat 

dikemukakan bahwa untuk pengesahan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang 

meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak 

dicatatkan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah. Pernikahan semacam ini secara 

hukum Islam dianggap sah karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan 

yaitu adanya ijab dan kabul serta dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. 

Untuk permohonan pasangan yang menikah siri yang meminta keputusan isbat 

nikah, maka para Hakim Pengadilan Agama berpendapat tidak dapat menolaknya 

selama permohonan termasuk yuridis absolut Pengadilan Agama Barabai. Juga 

menjadi tugas hakim Pengadilan Agama memberikan pelayanan hukum seperti 

perkara gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan administrasi peradilan 

lainnya. Selanjutnya apabila permohonan isbat nikah telah diperiksa seksama 

ternyata memenuhi persyaratan administrasi dan hukum, maka Pengadilan Agama 

Barabai akan menerima dan memprosesnya. Namun dapat juga mengabulkan 

permohonan itu apabila memiliki argumentasi logis dalam pertimbangan tertentu, 

seperti mempertimbangan psikologis, sosiologis, atau lainya yang apabila tidak 

dikabulkan menimbulkan mudharat bagi pasangan dan anak ataupun keluarganya.  

Misalnya, jika dengan tidak dikabulkan permohonan pengesahan nikah tersebut 

maka akan menjadikan seorang anak kesulitan mendapatkan hak-hak dasarnya 

seperti mendapatkan Akta Kelahiran, hak biaya pendidikan, hak waris dari orang 
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tuanya, dan sebagainya. Hal ini sesuai fungsi Pengadilan Agama Barabai untuk 

menyelesaikan perkara di bidang syariah yang menjadi kewenangan absolutnya. 

 Sedangkan dalam hal akibat hukum yang terjadi apabila anak yang terlahir 

dari pernikahan siri telah memiliki Akta Kelahiran dengan keterangan sebagai 

anak ibu (binti ibu) dan mendaftarkan permohonan untuk isbat nikah kepada 

Pengadilan Agama Barabai dijelaskan oleh para hakim Pengadilan Agama 

Barabai sebagai berikut: 

Matrik 4.2 

Akibat Hukum yang Terjadi Jika Anak telah Memiliki Akta Kelahiran Binti 

Ibu dan Mendaftarkan Permohonan Untuk Isbat Nikah 

 

No Nama Pendapat Hakim 

1 M. Thaberanie, SH, MHI. Dengan adanya permohonan isbat nikah 

(suami sebagai pemohon 1 dan istri sebagai 

pemohon 2) untuk penetapkan pernikahan 

dan anak dari hasil pernikahan. Pengadilan 

Agama Barabai sesuai kewenangan dalam 

melayani warna negara beragama Islam 

untuk perkara syariah di bidang administrasi 

peradilan semacam penyelesaian perkara 

perkawinan dalam bentuk putusan atau 

penetapan dari Pengadilan Agama Barabai. 

Pengadilan Agama akan memproses dengan 

melakukan pemeriksaan untuk menetapkan 

kelayakan permohonan diteruskan ke 

pemeriksaan perkara dalam isbat nikah. 

Apabila memenuhi persyaratan sebagaimana 

ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI yaitu : 

a. Adanya perkawinan untuk penyelesaian 

perceraian dan hilangnya Akta Nikah. 

b. Adanya keraguan tentang sah atau 

tidaknya salah satu syarat perkawinan, 

c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 dan perkawinan yang 

dilakukan oleh mereka yang tidak 

memiliki halangan perkawinan menurut 

undang-undang ini. 

2 Drs. Al-Fahni, MH. Terkait nikah siri dimana warga seringkali 

mengambil jalan pintas, padahal dari 

pernikahan ini tidak akan punya Akta Nikah. 

Apabila memohonkan Akta Kelahiran anak 

maka tidak dapat memenuhi persyaratan 

(tidak ada Buku Nikah). Dalam kondisi ini 

Disdukcapil hanya dapat memberikan hak 

anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran 

dengan keterangan sebagai anak ibu (binti 

ibu). Akibat hukum dari Akta Kelahiran 

anak bin ibu ini maka secara hukum putus 

hubungan nasab dengan bapak biologisnya 

sertab tidak akan mendapat hak-hak 

sebagaimana mestinya dari bapak biologis. 

Adapun isbat nikah ini hanya mengesahkan 

perkawinan orang tuanya dan ini tidak ada 

kaitannya dengan perubahan Akta Kelahiran 

anak yang telah diterbitkan Disdukcapil. 

3 Rasyid Rizani, S.H.I., 

MHI.  

Pengadilan Agama akan memeriksa untuk 

menetapkan kesahihan pernikahan siri 

tersebut. Dewan Hakim mengkaji bukti-

bukti dan keterangan asksi-saksi, dan 

apabila dapat dibuktikan persyaratan dan 

rukun nikah terpenuhi.  Hal ini menjadi 

dasar untuk menetapkan perkawinan sah 

menurut hukum, dan akibat hukum 

lanjutannya bahwa status anak terlahir dari 

pernikahan itu sah sebagai anak kandung, 

maka hak-hak sempurna anak kandung 

mesti diakui dan dilindungi demi hukum. 

Namun, mengenai perubahan Akta 

Kelahiran anak yang telah diterbitkan 

dengan keterangan anak ibu (binti ibu) 

adalah kewenangan Disdukcapil. Pengadilan 

Agama hanya berwenang untuk memberikan 

rekomendasi kepada orang tua untuk 

memohon kepada Disdukcapil dengan 

melengkapi penetapan isbat nikah dan 

persyaratan lainnya seperti surat pernyataan 

pengakuan anak dan pertanggungjawaban. 
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Sumber: Hakim Pengadilan Agama Barabai.
 52

 

 Dari pendapat para Hakim Pengadilan Agama Barabai di atas dapat 

dijelaskan bahwa digelarnya isbat nikah menjadi metode atau cara menetapkan 

sahnya perkawinan yang belum tercatat di KUA atau PPN. Seperti diatur dalam 

Pasal 7 KHI bahwa adanya perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah. 

Dalam hal perkawinan tidak mendapatkan Akta Nikah maka solusi yang bisa 

ditempuh mengajukan permohonan itsbat nikah. Artinya orang yang mengajukan 

itsbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti 

secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara 

yuridis formal dan pengakuan masyarakat. Karenanya isbat nikah menjadi 

kewenangan Peradilan Agama adalah solusi bijaksana menyelesaikan persoalan di 

masyarakat dan merealisasikan fungsi hukum yang mengatur dan memberi 

perlindungan atas hak-hak masyarakat, dalam hal adanya penetapan perkawinan 

dari isbat nikah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang 

berimplikasi pada upaya perlindungan hak-hak bagi yang terkait perkawinan.
53

 

 Dalam hal permohonan perubahan Akta Kelahiran anak yang telah 

diterbitkan dengan keterangan anak ibu (binti ibu), para Hakim Pengadilan Agama 

Barabai sepakat bahwa mereka tidak berwenang melakukan perubahan (ralat) 

Akta Kelahiran anak itu. Mengingat perubahan (ralat) Akta Kelahiran anak itu 

menjadi kewenangan Disdukcapil, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama 

Barabai hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada orang tua untuk 
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memohon kepada Disdukcapil dengan melengkapi penetapan isbat nikah dan 

persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Disdukcapil. 

 Mengenai dasar pendapat Hakim  Pengadilan Agama Barabai mengenai 

akibat hukum yang terjadi apabila anak yang terlahir dari pernikahan siri telah 

memiliki Akta Kelahiran dengan keterangan sebagai anak ibu (binti ibu) dan 

mendaftarkan permohonan untuk isbat nikah kepada Pengadilan Agama Barabai 

dijelaskan oleh para hakim Pengadilan Agama Barabai sebagai berikut: 

Matrik 4.3 

Pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang Akibat Hukum bagi Anak dari 

Pernikahan Siri yang Memiliki Akta Kelahiran sebagai Anak Ibu (Binti Ibu) 

 

No Nama Pendapat Hakim 

1 M. Thaberanie, SH, MHI. Akibat hukum bagi yang lahir dari nikah siri 

mengacu Pasal 42 UU Perkawinan tergolong 

tidak sah secara hukum, maka atas anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya ada 

kemungkinan bapak  dan keluarga bapak 

dapat saja tidak mengakui dan hanya diakui 

oleh ibu dan keluarga ibu sehingga hak-hak 

anak yang sempurna bisa tidak terpenuhi. 

Apalagi jika ibunya telah ditinggalkan atau 

dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya 

tidak didapat kecuali ada kesadaran bapak  

untuk menjalankan ketentuan agama. Juga 

bagi anak perempuannya, bapaknya tidak 

bisa menikahkan, nikah secara wali hakim. 

2 Drs. Al-Fahni, MH. Fatwa mengenai pernikahan siri memang 

sah secara agama asalkan syarat dan rukun 

nikahnya terpenuhi. Jika pernikahan siri 

tidak dicatatkan secara hukum di hadapan 

Pengawai Pencatat Nikah atau KUA, hal-hal 

yang berkaitan dengan akibat pernikahan siri 

tidak bisa diselesaikan secara hukum, 

diantaranya: hak istri untuk mendapatkan 

nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak 
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tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak 

pendidikan anak, hak waris istri, hak 

perwalian bagi anak perempuan yang akan 

menikah dan banyak problem lainnnya. 

3 Rasyid Rizani, S.H.I., 

MHI.  

Pernikahan siri walaupun dianggap sah 

secara hukum agama, tetapi bila tidak 

dilakukan pencatatan secara sah, perkawinan 

semacam ini tidak memiliki kekuatan 

hukum sehingga dianggap tidak pernah ada 

dalam catatan negara (tidak diakui negara). 

Konsekuensinya, anak lahir dari perkawinan 

ini merupakan anak „luar kawin‟. Akibatnya 

anak hanya memiliki hubungan perdata 

dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi tidak 

ada hubungan perdata dengan bapak dan 

keluarga bapaknya. Juga dalam kondisi ini 

Disdukcapil hanya dapat memberikan hak 

anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran 

dengan keterangan sebagai anak ibu (binti 

ibu). Akibat hukum dari Akta Kelahiran 

anak bin ibu ini maka secara hukum putus 

hubungan nasab dengan bapak biologisnya 

serta tidak akan mendapat hak-hak 

sebagaimana mestinya dari bapaknya. 

Adapun isbat nikah ini hanya mengesahkan 

perkawinan orang tuanya dan ini tidak ada 

kaitannya dengan perubahan Akta Kelahiran 

anak yang telah diterbitkan Disdukcapil. 

Namun, perlu dijadikan dasar perubahan 

kebijakan pemerintah melalui Permendagri 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang  Percepatan 

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran dimana dengan peraturan ini 

nama bapak akan dicantumkan dengan 

syarat orang tua membuat surat pernyataan 

pertanggungjawaban atas anaknya. Dengan 

terbitnya Akta Kelahiran yang menerangkan 

sebagai anak bapak (bin bapak), maka hak-

hak sempurna anak akan terlindungi. 

Sumber: Hakim Pengadilan Agama Barabai.
 54
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 Pendapat hukum dari para Hakim Pengadilan Agama Barabai di atas dapat 

dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak sempurna anak, menjadi tugas 

utama dari Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan setiap perkara dan dilarang untuk menolak perkara dengan alasan 

hukumnya tidak jelas atau belum ada. Dasar hukum Hakim dalam mengabulkan 

permohonan isbat nikah adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; berdasarkan Pasal 64 bahwa: 

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut 

peraturan-peraturan lama adalah sah”. Perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) 

yang terjadi sebelum tahun 1974 atau sebelum lahirnya undang-undang ini, dapat 

dimaklumi karena belum ada aturan baku yang mengaturnya secara menyeluruh 

yang berlaku secara nasional sehingga terhadap perkawinan  tidak tercatat (nikah 

siri) merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dimana Hakim memiliki dasar hukum dan alasan kuat untuk 

mensahkan perkawinan dengan syarat terbukti pada proses persidangan yakni 

pada tahap pembuktian pernikahan benar-benar telah dilakukan menurut syariat 

Islam. Terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah tahun 1974 atau 

setelah lahir Undang-Undang Perkawinan, Hakim merujuk kepada Pasal 7 ayat (3) 

huruf e KHI yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan bawah tangan 

(nikah siri) yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan persidangan 

perkawinan tersebut berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya serta 
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tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang 

dilanggar, maka Hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan dan 

mensahkan perkawinan bawah tangan (nikah siri) tersebut. 

 Isbat nikah yang memiliki akta kelahiran anak dengan keterangan sebagai 

anak ibu (binti ibu), Hakim berpendapat mengacu Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor l Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan Pasal 6 KHI bahwa seorang anak 

dari orang tua yang menikah di bawah tangan (siri siri) tetap berhak mendapatkan 

Akta Kelahiran, hanya saja Akta Kelahiran diterangkan sebagai anak ibu (binti 

ibu). Dalam hal ini Disdukcapil sudah benar mengeluarkan Akta Kelahiran itu, 

karena pemohon tidak bisa membuktikan (menunjukkan) Buku Nikah sebagai 

bukti pernikahan yang sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ada 

mengatur bahwa dalam Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan di bawah 

tangan (nikah siri), Disdukcapil harus menerbitkan Akta Kelahiran meskipun 

dalam akta dijelaskan telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan 

tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.
55

 

 Mengenai permohonan meralat Akta Kelahiran anak dengan keterangan 

sebagai anak ibu (binti ibu), dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Barabai 

berpendapat bahwa mereka tidak memiliki kewenangan, karena menerbitkan atau 

mengubah Akta Kelahiran adalah sepenuhnya kewenangan Disdukcapil. Dalam 

hal ini Hakim Pengadilan Agama Barabai hanya dapat memberikan instruksi 
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kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan (ralat) Akta 

Kelahiran anak kepada Disdukcapil dengan melengkapi penetapan isbat nikah dan 

persyaratan lainnya kemudian memberikan rekomendasi kepada Disdukcapil 

bahwa pernikahan orang tua dari si anak yang diterbitkan Akta Kelahiran adalah 

sah demi hukum dan status anak sah demi hukum yang mesti diakui dan 

dilindungi hak-hak sempurnanya. Memberikan catatan didasari Pasal 27 dan Pasal 

28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur identitas pada anak harus 

dituangkan dalam bentuk akta kelahiran yang diberikan sejak lahir. Dalam 

pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang 

membantu proses kelahiran anak, apabila anak tidak diketahui siapa dan dimana 

keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat 

keterangan orang yang menemukan anak. Atau mengacu Permendagri Nomor 9 

Tahun 2016 tentang  Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran dimana dengan peraturan ini nama bapak akan dicantumkan dengan 

syarat orang tua membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bahwasanya itu 

anaknya.
56

 

 Akibat hukum dari Akta Kelahiran dengan keterangan sebagai anak ibu 

(binti ibu), anak dianggap sebagai anak „luar kawin‟. Akibatnya anak hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi tidak ada 

hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapak. Artinya secara hukum putus 

hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya serta tidak akan mendapat 
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hak-hak dari bapak sebagaimana mestinya. Namun, apabila Disdukcapil bersedia 

menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran dengan keterangan sebagai anak 

bapak (bin bapak) yang didasari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang  

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dimana dengan 

peraturan itu nama bapak akan dicantumkan dengan syarat orang tua bersangkutan 

membuat surat pernyataan pertanggungjawaban terhadap anaknya. Dengan 

pengakuan dan perlindungan hak-hak sempurna anak, akibat hukum susulannya 

anak sepenuhnya mendapatkan hak-hak layaknya anak kandung dari bapak 

biologisnya, dan hak-hak sempurna anak akan diakui dan dilindungi secara 

hukum. 

 Demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat hukum Hakim Pengadilan 

Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang memiliki Akta 

Kelahiran anak bahwa merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yang ada mengatur bahwa 

perkawinan bawah tangan (nikah siri) yang dari pemeriksaan isbat nikah apabila 

dapat dibuktikan pernikahan berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan 

syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama dan 

undang-undang yang dilanggar, maka Majelis Hakim patut mensahkan 

perkawinan tersebut dan menyatakan anak dari hasil perkawinan adalah sah 

berdasarkan hukum. Mengenai permohonan meralat Akta Kelahiran anak yang 

telah terbit, Majelis Hakim hanya bersifat memberikan rekomendasi kepada 

Disdukcapil sebagai pihak yang sepenuhnya memiliki kewenangan. Rekomendasi 

yang dimaksud berupa rujukan ketetapan putusan Pengadilan Agama Barabai 



57 
 

 

mengenai sahnya perkawinan dan sahnya anak terlahir dari perkawinan tersebut, 

atau memberikan catatan mengacu kepada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 

tentang  Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dimana 

dengan peraturan ini nama bapak akan (dapat) dicantumkan dengan syarat orang 

tua membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bahwasanya itu anaknya.  

2. Alasan Hukum dari Hakim Pengadilan Agama Barabai Menerima Isbat 

Nikah yang telah memiliki Akta Kelahiran 

 Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral karena itu pihak yang 

terlibat dalam suatu perkawinan harus memperhatikan ketentuan hukum syariah 

dan yuridis yang berlaku.  Namun, dalam praktik terkadang dengan berbagai 

alasan untuk membenar suatu perkawinan dilakukan seperti yang disebut kawin 

bawa lari, kawin bawah tangan, kawin kontrak ataupun yang sekarang popular 

seperti kawin siri atau nikah siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah 

perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama atau adat istiadat tetapi tidak 

dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA atau PPN). Pada dasarnya 

yang disebut nikah siri, yaitu pernikahan dilakukan oleh wali pihak perempuan 

dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak 

dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 

 Mengingat perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah 

memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah 

dilandasi dengan itikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik 

maka diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridaan Allah dan 

bernilai ibadah. Juga amanah Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap orang 
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berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

Hal ini mengisyaratkan adanya suatu ketentuaan dan syarat yang harus dipenuhi 

sebelum melaksanakan perkawinan.  

 Sebagaimana dijelaskan oleh para Hakim Pengadilan Agama Barabai 

mengenai alasan menerima Isbat Nikah yang telah memiliki Akta Kelahiran anak 

sebagai berikut: 

Matrik 4.4 

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Alasan Menerima Isbat 

Nikah yang telah Memiliki Akta Kelahiran 

 

No Nama Pendapat Hakim 

1 M. Thaberanie, SH, MHI. Mengenai permohonan meminta keputusan 

isbat nikah siri di Pengadilan Agama 

Barabai. Misalnya A dan B menikah siri 

tahun 2000. Dari penikahan terlahir seorang 

anak yang dimohonkan Akta Kelahirannya 

kepada Disdukcapil. Tetapi karena tidak 

dapat menunjukkan Buku Nikah-nya, sesuai 

aturan Disdukcapil dapat mengeluarkan 

Akta Kelahiran anak dengan keterangan 

anak ibu (bin ibu). Selanjutnya untuk 

meluruskan Akta Kelahiran tersebut, A dan 

B pada tahun 2019 memohon isbat nikah 

untuk pengesahan nikah. Pada tahun 2019 

Pengadilan Agama Barabai menetapkan 

pernikahan A dan B adalah sah berdasarkan 

hukum, dan akibat hukum susulannya anak 

yang terlahir dari pernikahan itu adalah anak 

kandung A dan B. Dalam hal permohonan 

mengubah Akta Kelahiran, maka Hakim 

tidak berwenang karena merupakan 

kewenangan Disdukcapil. Meskipun Hakim 

bisa memberi rekomendasi atau 

menerangkan bahwa pernikahan A dan B 

adalah sah menurut hukum dan anak terlahir 

dari perkawinan itu adalah sah anak 

kandung A dan B. 

2 Drs. Al-Fahni, MH. Pengadilan Agama Barabai akan memproses 
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setiap permohonan warga yang memenuhi  

persyaratan administrasi dan yuridis untuk 

digelar isbat nikah. Syarat Isbat nikah 

seperti dijelaskan Pasal 7 ayait (3) KHI yaitu 

adanya perkawinan dalam penyelesaian 

perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya 

keraguan tentang sah-tidaknya salah satu 

syarat perkawinan, adanya perkawinan yang 

terjadi sebelum berlaku Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang 

dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki 

halangan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor Tahun 1974. 

3 Rasyid Rizani, S.H.I., 

MHI.  

Perlu adanya payung hukum yang lebih kuat 

lagi atas hukum isbat nikah baik berupa 

peraturan Ketua MA atau berwujud Undang-

Undang Terapan Peradilan Agama mengenai 

kebolehan isbat nikah yang terjadi setelah 

berlaku UU Perkawinan, mengingat semakin 

banyak peristiwa perkawinan yang tidak 

tercatat yang pada saatnya selain merugikan 

hak sipil perempuan yang menjadi istri 

dalam perkawinan di bawah tangan juga 

merugikan hak perdata anak yang lahir dari 

perkawinan itu, terutama tidak dapatnya 

anak memiliki Akta Kelahiran ataupun 

seandainya dapat maka Akta Kelahiran-nya 

dengan nama anak ibu (binti ibu). 

Sumber: Hakim Pengadilan Agama Barabai.
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 Dari penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Barabai di atas dapat 

dijelaskan bahwa permohonan isbat nikah diajukan melalui Pengadilan Agama 

Barabai setelah melalui proses pesidangan ternyata syarat-syarat administrasi 

(formil) dan syarat-syarat yuridis (materiil) telah terpenuhi. Majelis Hakim akan 

mengabulkan permohonan penetapan nikah, namun sebaliknya apabila syarat-

syarat tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat 
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nikahnya karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun dapat juga 

terjadi sebaliknya dimana Majelis Hakim mengabulkan permohonannya apabila 

memiliki argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti faktor psikologis, 

sosiologis, atau pertimbangan lainya yang jika tidak dikabulkan menimbulkan 

mudharat bagi pihak terkait. Misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan 

pengesahanan nikah menjadikan nasib seorang anak akan mendapat kesulitan 

dalam mendapatkan akta kelahiran, dan sebagainya.   

 Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis 

Nabi Saw. yang artinya: 

“Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Saw 

bersabda bahwa: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad 

kemudian dia benar, maka baginya dua pahala, lalu apabila dia memutuskan 

perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala”.
58

 

 

 Menurut peraturan perundang-undangan terutama Pasal 7 KHI mengenai 

adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal 

perkawinan tidak mendapatkan Akta Nikah maka solusi yang dapat ditempuh 

adalah mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat. 

Artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang 

dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan 

mendapatkan legalisasi secara yuridis formal dan administrasi serta adanya 

pengakuan di kalangan masyarakat. Di samping untuk menghindari fitnah yang 

terjadi di masyarakat.  

 Hakim berwenang memberikan pendapatnya selama ada dasar hukumnya. 

Artinya di samping didasari hukum yuridis, hakim dalam memeriksa dan 
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memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek-aspek lainnya 

seperti pertimbangan faktor-faktor sosiologis dan philosofis karena hakim dalam 

menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup (living 

law) dalam masyarakat, selain hukum normatif sehingga putusannya sesuai dan 

memenuhi rasa keadilan.
59

 

 Proses permohonan isbat nikah yang diajukan suami atau istri yang 

produknya berupa putusan dan terhadap putusan dapat diajukan banding dan 

kasasi. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa 

Pemohon mengharapkan majelis Hakim mengubahkan Akta Kelahiran anak yang 

sudah terbit, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim, karena harus 

mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah dengan mengisbatkan nikah 

akan membawa kebaikan atau justru mendatangkan mudharat bagi pihak-pihak 

dalam keluarga tersebut dan juga apakah itu masih menjadi kewenangan absolut 

Pengadilan Agama. Dari sinilah Hakim mempertimbangkan isbat nikah apakah 

akan dikabulkan atau ditolak dengan pertimbangan yang memadai dan tidak 

terjebak oleh onvooldoende gemotiveerd (putusan yang kurang pertimbangan). 

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mengedepankan: 

a.  Asas ius curia novit yakni hakim dianggap mengetahui hukum sesuatu 

dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya atas masalah 

atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (rechtsvacuum). 

b.  Pertimbangan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu 

kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran 

sosiologis terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan 

berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan 
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hukum yang hidup dan berkembang (living law) di masyarakat. Atau 

disebut dengan penemuan hukum (rechtsvinding).
60

 

 

 Pola pikir di atas yang telah mengarahkan Pengadilan Agama menerima 

perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan Akta Kelahiran anak dengan 

merujuk Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang 

melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan menurut penetapan Pengadilan 

yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan. Demikian isbat 

nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak adalah sintesa penyimpangan 

hukum (distortion of law) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum 

(rechtsvacuum) karena tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus. Untuk 

ini Disdukcapil dapat memproses kembali permohonan Akta Kelahiran dengan 

mencabut Akta Kelahiran terdahulu dan menerbitkan Akta Kelahiran baru dengan 

memberikan catatan pada akta bahwa merujuk keputusan Pengadilan Agama. 

C. Analisis Permasalahan  

1. Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai Tentang Akibat 

Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran 

 

 Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai cara hidup berpasangan, 

ikatan hidup bersama, dan ikrar hidup besama suami dan istri. Dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

menurut Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 2 KHI bahwa: “Perkawinan 
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menurut Hukum Islam yaitu akad yang kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.
61

 

 Di antara ayat suci Al-Qur‟an yang mengatur tentang perkawinan adalah 

Q.S Ar-Ruum (30):21 berikut: 

ُكَىُ ٍۡ جَعمََْبَ َٔ اْ َٓ ٍۡ َ اْْإنِ  ٕ خسَۡكُُُ جٗاْنِّ َٰٔ ْأََفسُِكُىْۡأشَۡ ٍۡ ْخَهقََْنكَُىْيِّ ٌۡ  ۦْأَ ِّ خِ ْءَاٌَٰ ٍۡ يِ َٔ 

ْْْ ٌَ ٌْخَفَكََّسُٔ و  ٕۡ قَ ْنِّ ج  َٰ  ٌ نِكَْلَأ
ْفًِْذَٰ ٌَّ ْإِ

تًًۚ ًَ زَحۡ َٔ دَّةْٗ َٕ ١٢ْيَّ
 

 

Artinya: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan 

saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tandabagi 

kaum yang berpikir.”
62

 

 

 Menurut ayat di atas, keluarga muslim terbentuk dalam keterpaduan antara 

ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). 

Karena itu dalam perkawinan harus ada kesepakatan antara calon suami dan istri. 

Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka 

dilaksanakan tata cara perkawinan sesuai ketentuan agama atau kepercayaan 

seperti rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Juga pada Pasal 5 KHI bahwa: “(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan 

bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan 

tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. 
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 Namun, dalam praktik terkadang dengan berbagai alasan untuk membenar 

suatu perkawinan dilakukan seperti yang disebut kawin bawah tangan, kawin 

kontrak atau yang popular disebut „nikah siri‟. Perkawinan yang tidak dicatatkan 

ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama atau adat istiadat 

tetapi tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatatan Nikah (KUA atau PPN).  

 Berdasarkan perundang-undangan bahwa perkawinan di bawah tangan 

(nikah siri) meskipun dinyatakan sah oleh agama oleh karena telah memenuhi 

unsur yuridis, tetapi dianggap tidak sah oleh Negara oleh karena tidak memenuhi 

unsur administrasi. Menurut hukum administrasi bahwa pencatatan (akta nikah) 

adalah bukti autentik telah dilangsungkan perkawinan yang sah. Sedangkan 

keabsahan nikah siri secara syar‟i akan berbenturan dengan maqashid asy-syariah 

atau tujuan diberlakukan hukum syariah yaitu: menjaga jiwa (hifdz an-nafs), 

menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga keturunan (hifdz annasl), menjaga akal 

(hifdz al-aql), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Tujuan tersebut hanya terwujud 

sesaat setelah pernikahan berlangsung, tetapi dampak atau akibat hukum dari 

perkawinan tersebut akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara 

maqashid alsyari‟ah tidaklah ditujukan ketenangan sesaat tetapi untuk waktu 

yang panjang.
63

 

 Sejalan konsepsi teoritis suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk 

peristiwa hukum yaitu: Pertama, akad nikah yang dilakukan hanya memenuhi 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah 

dilaksanakan dan memenuhi ketentuan agama yang dianut; Kedua, akad nikah 
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dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah 

dilaksanakan sesuai aturan agama dan dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. 

Apabila bentuk akad nikah yang pertama dipilih, maka perkawinan telah diakui 

sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai 

perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum oleh Negara. Perkawinan semacam 

ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Sedangkan 

pilihan kedua, yakni memenuhi ketentuan kedua unsur pada ayat tersebut maka 

perkawinan yang demikian mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. 

 Secara hukum Islam, pernikahan dianggap sah oleh beberapa kalangan 

karena memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab dan kabul serta 

dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Fatwa mengenai pernikahan siri 

memang sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Melihat 

kriteria rukun dan persyaratan nikah, jika diteliti seksama tidak ada penyebutan 

tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan 

perkawinan. Pernikahan di masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena 

belum banyak kasus berkembang seputar problem pernikahan seperti saat ini. 

Perkembangan zaman menuntut penyelesaian tegas secara hukum dari berbagai 

problema pernikahan. Karena itu keberadaan dua orang saksi dianggap belum 

cukup, sebab mobilitas manusia semakin tinggi dan menuntut adanya bukti 

autentik. Meskipun secara syariah tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, 

pencatatan pernikahan bagian wajib menghindari kesulitan di masa mendatang. 

Atas dasar ini para ulama kontemporer sepakat nikah siri harus dicatatkan secara 
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resmi ke administrasi Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

subyek dari peristiwa hukum perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan.
64

 

 Ketentuan Pasal 64 UU Perkawinan yang menjelaskan untuk perkawinan 

dan segala berkaitan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini 

berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah. Mengenai isbat nikah 

pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan suatu bidang perkawinan 

diatur UU Perkawinan diantaranya pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi 

sebelum undang-undang ini yang dijalankan menurut peraturan yang lainnya. Juga 

mengacu Keputusan Mahkamah Agung No.KMA/ 032/SK/2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan pengesahan atas 

perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak 

dicatat KUA atau PPN, di ataur  Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan 

Agama Tahun 2010 bahwa isbat nikah adalah pernyataan sahnya perkawinan yang 

dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
65

  

 Jelasnya suatu perkawinan hanya dapat dibukikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh KUA, tetapi apabila tidak dapat dibuktikan maka dapat diajukan isbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama yang mengacu Pasal 7 ayat (3) KHI yaitu : 

a. Adanya perkawinan untuk penyelesaian perceraian dan hilangnya Akta 

Nikah. 

b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, 

c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 

tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang ini.
66
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 Berdasarkan persyaratan di atas dapat dikatakan tidak semua peristiwa 

perkawinan dapat diisbatkan. Artinya permohonan isbat nikah yang diajukan 

kepada Pengadilan Agama Barabai harus memenuhi persyaratan administrasi 

(formil) dan yuridis (materiil). Apabila persyaratan terpenuhi, Majelis Hakim akan 

mengabulkan permohonan isbat nikah untuk penetapan kesahihan pernikahan. 

Sebaliknya, apabila persyaratan tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan menolak 

permohonan isbat nikah. Namun, karena pertimbangan tertentu Majelis Hakim 

dapat mengabulkan permohonan meski belum terpenuhi persyaratan administrasi 

dan yuridis, dalam memiliki argumentasi logis dalam mempertimbangan faktor-

faktor psikologis dan sosiologis yang jika tidak dikabulkan menimbulkan 

mudharat bagi pihak terkait. Misalnya, anak yang terlahir dari nikah siri akan 

kesulitan mendapatkan hak-hak sepurnanya. Artinya sesuai kewenangan Majelis 

Hakim dapat berijtihad mengabulkan permohonan pengesahan nikah siri melalui 

isbat nikah, mengingat isbat nikah adalah kewenangan Hakim Peradilan Agama 

sebagai sebuah solusi bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.
67

 

 Terkait akibat hukum dari isbat nikah yang dari perkawinan terlahir anak 

dengan Akta Kelahiran (sebagai anak ibu), maka yang mendasari Majelis Hakim 

mengabulkan permohonan isbat nikah itu yaitu: ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 64 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974; Pasal 7 KHI; Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak sempurna anak, Pengadilan Agama 
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berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara 

dan dilarang menolak perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada.
68

  

 Dalam tahap persidangan Majelis Hakim akan memutuskan permohonan 

isbat nikah dikabulkan atau ditolak. Mengacu pasal-pasal di atas, perkawinan 

yang tidak tercatat yang terjadi sebelum tahun 1974 (lahir undang-undang ini), 

merujuk Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Majelsis Hakim dapat mensahkan perkawinan dengan syarat terbukti pernikahan 

itu benar-benar dilakukan menurut syariat Islam, yakni terpenuhi syarat dan 

rukunnya dan tidak ada halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang 

berakibat perkawinan cacat secara agama dan undang-undang. Perkawinan bawah 

tangan yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahir UU Perkawinan, Majelis 

Hakim merujuk Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI  yang berlaku secara umum untuk 

setiap perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada 

pemeriksaan persidangan perkawinan telah berlangsung secara sah, terpenuhi 

rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama 

dan undang-undang yang dilanggar, Majelis Hakim bisa mensahkan perkawinan.
69

 

 Dalam hal penyelenggaraan isbat nikah dimana pemohon memiliki anak 

dari perkawinan itu dan memiliki Akta Kelahiran dengan keterangan anak ibu 

(binti ibu), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor l Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan Pasal 6 KHI bahwa seorang anak  

dari orang tua yang menikah siri tetap berhak mendapat Akta Kelahiran, hanya 
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dalam akta kelahiran anak tercantum nama ibu (binti ibu). Sebagaimana dijelaskan 

Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Barabai bahwa Disdukcapil sudah benar 

dalam menetapkan Akta Kelahiran anak tersebut, karena pemohon saat itu tidak 

dapat membuktikan (menunjukkan) Buku Nikah sebagai bukti autentik. Dasar 

Disdukcapil mengeluarkan kebijakan adalah Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan dalam Akta 

Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri (tanpa Buku Nikah), Disdukcapil 

tetap harus menerbitkan Akta Kelahiran, meskipun dalam Akta Kelahiran 

dijelaskan telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal 

kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.
70

 

 Berkaitan permohonan mendapatkan penetapan kesahihan pernikahan dan 

memohon meralat Akta Kelahiran anak dengan keterangan anak ibu (binti ibu), 

dalam hal ini pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat hanya bisa memberikan 

rekomendasi kepada pemohon untuk memohonkan kembali kepada Disdukcapil 

dengan melampirkan hasil penetapan Pengadilan Agama dan syarat-syarat 

lainnya. Ataupun merekomendasikan Disdukcapil bahwa pernikahan orang tua 

dari si anak adalah sah demi hukum dan status anak adalah sebagai anak kandung 

yang mesti diakui dan dilindungi hak-hak sempurnanya demi hukum.  

 Demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapat hukum Hakim Pengadilan 

Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang memiliki Akta 

Kelahiran anak bahwa merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yang mengatur bahwa 
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perkawinan bawah tangan (nikah siri) yang dari pemeriksaan isbat nikah apabila 

dapat dibuktikan pernikahan telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan 

syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar menurut Hukum 

Islam dan undang-undang, maka Hakim patut mensahkan perkawinan dan 

menyatakan anak dari perkawinan sah berdasarkan hukum. Dalam rangka 

pengakuan dan perlindungan sepenuhnya hak-hak dasar anak dapat memberikan 

rekomendasi kepada Disdukcapil setempat untuk bisa menerbitkan atau mengubah 

Akta Kelahiran anak dengan merujuk kepada keputusan Pengadilan Agama 

Barabai tentang sahnya perkawinan dan anak terlahir dari dari perkawinan 

tersebut adalah sah demi hukum.  

2. Alasan Hukum dari Hakim Pengadilan Agama Barabai Menerima Isbat 

Nikah yang telah memiliki Akta Kelahiran 

 Mengingat perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah 

memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah 

dilandasi itikad baik kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik maka 

diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridaan Allah dan bernilai 

ibadah. Juga diamanah Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak 

membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Apabila 

dicermati bunyi pasal ini adanya kata-kata "Melalui perkawinan yang sah" hal ini 

mengisyaratkan adanya ketentuaan dan syarat yang harus dipenuhi seseorang 

sebelum melaksanakan pernikahan. Karena itu dalam pernikahan harus diatur 

sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.  
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 Dalam realitasnya banyak ditemukan peristiwa perkawinan yang hanya 

memperhatikan keabsahaan dari aspek keagamaan tanpa memperhatikan amanat 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan, apabila syarat 

dan rukun nikah telah terpenuhi mereka merasa cukup. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Barabai. Hal 

ini didasari kewenangan kompetensi relatif, yaitu kewenangan Pengadilan Agama 

Barabai dalam memeriksa perkara atas dasar wilayah hukum menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota 

kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
71

 

 Perlu dipahami bahwa hukum positif di Indonesia membedakan antara 

keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan 

atas adanya pekawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan 

yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, 

anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah 

adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang 

menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Meskipun tidak semua 

anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada 

anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. 

 Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara 

hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia; menurut hukum perkawinan 

Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah 
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dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 

(enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan 

badan antara suami istri dari perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang 

sah. Apabila anak dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan 

sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak dalam hukum 

Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.
72

 Dari pengertian di atas jelas terlihat dalam sebuah perkawinan memiliki dua 

aspek: Pertama, aspek formil (hukum): hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan 

lahir batin”, artinya bahwa perkawinan disamping memiliki nilai ikatan lahir 

(tampak), juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh kedua 

belah pihak; Kedua, aspek sosial keagamaan: dengan kata “membentuk keluarga” 

dan “ketuhanan yang maha esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan erat 

sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan unsur 

batiniah juga memiliki peran penting sebagai manifestasi dari ajaran agama.
73

  

 Berkaitan permohonan isbat nikah untuk pengesahan pernikahan terdahulu 

dan mengubah Akta Kelahiran yang keterangannya anak ibu (binti ibu), Majelis 

Hakim mengkaji berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan dimana disebutkan anak 

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebab akibat dari perkawinan 

sah. Namun, perkawinan secara agama meskipun sah tetapi jika tidak dilakukan 

pencatatan secara sah menurut undang-undang, perkawinan semacam ini tidak 

memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. 
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Konsekuensinya anak terlahir dari pernikahan siri dianggap anak „diluar nikah‟ 

dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum (Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010). 

 Dalam rangka memenuhi hak-hak sempurna anak, menjadi tugas Majelis 

Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara 

dan dilarang untuk menolak perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada. 

Semua perkara harus diproses sesuai aturan. Dalam hal perkawinan tidak dapat 

dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikah. Mejelis Hakim dapat 

mensahkan perkawinan tanpa Buku Nikah didasari hukum dan alasan kuat selama 

dapat dibuktikan benar-benar dilakukan menurut syariat Islam, yakni terpenuhi 

syarat dan rukunnya dan tidak ada larangan (halangan) perkawinan yang dilanggar 

yang menyebabkan perkawinan cacat menurut agama dan undang-undang. 

 Dasar hakim bersedia memeriksa dalam isbat nikah atas perkawinan di 

bawah tangan (nikah siri), yaitu masih ada tradisi masyarakat daerah yang terlepas 

dari untuk menghindari memenuhi peryaratan pernikahan. Dahulu yang dimaksud 

nikah siri adalah pernikahan sesuai dengan rukun perkawinan dan syarat menurut 

syari‟at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan 

kepada khalayak ramai sehingga tidak ada walimatul-‟ursy. Nikah siri yang 

sekarang adalah pernikahan dilakukan wali atau wakil wali dan disaksikan para 

saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah dari KUA bagi 

beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim seperti rumusan 
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Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

Pasal 5 dan Pasal 6 KHI.  

 Berdasarkan ketentuan di atas, tidak semua peristiwa perkawinan dapat 

diisbatkan oleh Pengadilan Agama Barabai, artinya permohonan isbat nikah yang 

diajukan melalui Pengadilan Agama Barabai setelah melalui proses pesidangan 

ternyata persyaratan administrasi (formil) dan yuridis (materiil) telah terpenuhi, 

Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut. 

Sebaliknya, apabila persyaratan administrasi dan yuridis  tidak terpenuhi, maka 

Majelsis Hakim akan menolak permohonan isbat nikah tersebut. Namun dapat 

juga Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah apabila memiliki 

argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti adanya faktor-faktor psikologis, 

sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan dapat 

menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak terkait. Misalnya menjadikan nasib 

seseorang anak kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, dan sebagainya.
74

  

 Sebagaimana kewenangan Majelis Hakim untuk berijtihad dijelaskan di 

dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. yang artinya: 

“Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Saw 

bersabda bahwa: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad 

kemudian dia benar, maka baginya dua pahala, lalu apabila dia memutuskan 

perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala”.
75

 

 

 Demikian Hakim berwenang memberikan pendapatnya selama ada dasar 

hukumnya. Artinya di samping didasari hukum yuridis, hakim dalam memeriksa 

dan memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek lainnya seperti 
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pertimbangan sosiologis dan philosofis karena hakim dalam menyelesaikan atau 

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, selain hukum 

normatif sehingga putusannya sesuai dan memenuhi rasa keadilan. 

 Hal di atas berkaitan juga dengan sebelum adanya Putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010, dimana menurut ketentuan yang berlaku bahwa anak yang dilahirkan 

dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin oleh Negara sehingga 

akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarganya tida ada hubungan perdata dengan ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 

UU Perkawinan). Akibat hukum lainnya, anak tidak bisa mengurus Akta 

Kelahiran. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orang tua si anak, maka di 

dalam Akta Kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, dan 

hanya tertulis ibu kandungnya.  Ketidakjelasan status anak di muka hukum ini, 

anak yang dilahirkan dari perkawinan ini tidak berhak menuntut nafkah, biaya 

pendidikan, atau warisan dari ayahnya. Anak yang lahir di luar perkawinan, hanya 

mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan 

kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya, tidak dengan bapak genetiknya, 

kecuali bapaknya tetap mau bertanggungjawab dan tetap mendasarkan hak dan 

kewajibannya menurut hukum Islam. Juga anak perempuan yang terlahir dari 

nikah siri tersebut ketika hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah.
76

  

 Salah satu masalah krusial dalam perkawinan di bawah tangan (nikah siri) 

adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami istri itu telah melahirkan 
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keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak 

kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak dari keluarga 

resmi. Secara syariat Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah 

tetapi apabila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan 

ayah biologisnya tidak diakui. Derita anak semakin bertambah bila bapak dan 

keluarga bapaknya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya 

sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah 

ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat 

kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama. 

 Setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/ 2010 maka anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan dimaknai berbeda yang pada pokoknya yaitu:  

a.  Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum ternyata mem-punyai hubungan darah sebagai ayahnya;  

b.  Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, 

sehingga ayat ini harus di-baca, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya”.
77
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 Menurut pertimbangan MK di atas bahwa hukum harus memberi 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang 

dilahirkan dan hak-hak padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.  Penting untuk dicatat 

bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran 

anak luar kawin maupun akibat hukum putusan terhadap akta kelahiran anak luar 

kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian 

asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena 

pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik 

yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai yang diatur 55 ayat (1) UU 

Perkawinan. Konsekuensi hukumnya  dalam akta kelahiran anak hanya tercantum 

nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status anak masih 

sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam akta kelahiran anak 

luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum 

nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal 

kelahiran ibu (menyebut nama ibu, tidak menyebut nama ayah si anak).
78

  

 Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak 

luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah (biologis) yang dikukuhkan 

berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi 

ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas anak luar kawin 

untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan memakai 
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pembuktian menurut ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. 

Setidaknya ada dua cara untuk menjadikan anak luar kawin memiliki hubungan 

darah dan hubungan perdata dengan bapak biologis dan keluarga ayahnya, yaitu: 

pengakuan bapak biologis; atau pengesahan oleh bapak biologis terhadap anak itu.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguatkan kedudukan ibu dari anak 

luar kawin dalam memintakan pengakuan atas bapak biologis dari anak, apabila 

bapak tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela atas anak. Dengan 

diakuinya anak luar kawin oleh bapak biologis, saat itu timbul hubungan perdata 

dengan bapak biologis dan keluarga bapaknya. Setelah adanya proses pengakuan 

atas anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan bapaknya 

seperti diatur Pasal 280 KUHPerdata berbunyi: Dengan pengakuan terhadap anak 

di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau 

ibunya. Proses pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan “pengakuan 

sukarela” bapaknya. Proses pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

yang menimbulkan sengketa harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai bapak 

anak itu melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan 

pembuktian kebenaran bapak anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan 

yang dilakukan secara siri menjadi tercatat secara administratif. Apabila peradilan 

membenarkan adanya “hubungan darah” antara bapak dan anak dalam perkawinan 

siri maka kedudukan anak adalah sebagai anak sah, sehingga hak-hak keperdataan 

anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah.  

 Dari hal di atas Hakim Pengadilan Agama Barabai mempertimbangkan isbat 

nikah apakah akan dikabulkan atau ditolak dengan pertimbangan yang memadai 
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dan tidak terjebak oleh onvooldoende gemotiveerd (putusan yang kurang 

pertimbangan). Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan 

mengedepankan hal berikut: 

a.  Asas ius curia novit yakni hakim dianggap mengetahui hukum sesuatu 

dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya atas masalah 

atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (rechtsvacuum). 

b.  Pertimbangan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu 

kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran 

sosiologis terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan 

berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan 

hukum yang hidup dan berkembang (living law) di masyarakat. Atau 

disebut dengan penemuan hukum (rechtsvinding).
79

 

 

 Pola pikir tersebut yang mengarahkan Pengadilan Agama Barabai dapat 

menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan Akta Kelahiran anak 

dengan merujuk Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang 

melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan menurut penetapan Pengadilan 

menyatakan anak itu anak orang tuanya. Demikian isbat nikah untuk keperluan 

membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (distortion 

of law) yang dibina didasari pengisian kekosongan hukum (rechtsvacuum) karena 

tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal ini.  

 Demikian akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, 

yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan 

seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan 

kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan 

bapak. Maka hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-
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mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat didasarkan pada pembuktian 

adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. 

Terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan 

harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, yang dirugikan adalah anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tidak berdosa karena kelahiran 

di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah 

sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah masyarakat. 

Karena itu hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

atas status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk atas 

anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan.
80

  

 Demikian dapat disimpulkan bahwa Alasan hukum dari Hakim Pengadilan 

Agama Barabai menerima isbat nikah yang telah memiliki Akta Kelahiran adalah 

memang tugas utamanya untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan setiap perkara dan adanya larangan menolak perkara karena 

hukumnya belum jelas atau tidak ada. Hakim akan mengabulkan permohonan 

isbat nikah selama subyek dan obyek yang dimohonkan masuk yuridis Pengadilan 

Agama Barabai dengan mendasari Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai e KHI dan pada 

saat pemerikasaan terbukti pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat 

Islam dan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak ada 

pelanggaran atas larangan perkawinan menurut Hukum Islam dan undang-undang. 

Mengenai permohonan menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran anak dengan 

tegas Majelis Hakim menolaknya, karena berpendapat menerbitkan atau 

mengubah Akta Kelahiran sepenuhnya menjadi kewenangan Disdukcapil sesuai 

ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


